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IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

A. Sejarah Ombudsman  

Ombudsman pertama dibentuk oleh raja Charles XII di Swedia pada tahun 

1700-an dengan nama  King’s Highest Ombudsman. Meskipun demikian pada 

dasarnya Swedia bukanlah Negara pertama yang membangun sistem  

pengawasan ala Ombudsman. Selama satu setengah abad berlalu, institusi 

Ombudsman baru dikenal di Swedia setengah abad setelahnya barulah sistem 

Ombudsman  ini menyebar ke berbagai penjuru dunia. Setelah raja Charles XII 

di Swedia membentuk Office Of King,s Highest Ombudsman, parlement Swedia 

juga mengukuhkanya dengan membentuk Ombudsman Parlementer pada tahun 

1809. (www.sejarahombudsman.com) 

Istilah Ombudsman pertamakali dikenalkan dalam konstitusi Swedia pada tahun 

1718 dengan sebutan umbudsman yang berarti “perwakilan”, yaitu menunjuk 

seorang pejabat atau badan yang independen bertugas menampung keluhan 

warga negara atas penyimpangan atau pekerjaan buruk yang dilakukan pejabat 

atau lembaga pemerintah. Sebelumnya, fungsi pengawasan atas tindakan 

penyelenggara negara dan perlindungan terhadap hak-hak warga juga telah 
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diperkenalkan dalam sistem tata negara kekaisaran Romawi dengan Tribunal 

Plebis melindungi hak-hak masyarakat lemah dari penyalahgunaan kekuasaan 

oleh para bangsawan, kekaisaran China 221 SM dengan membentuk Control 

Yuan bertugas melakukan pengawasan terhadap pejabat-pejabat kekaisaran 

(pemerintah) dan bertindak sebagi perantara bagi masyarakat yang ingin 

melaporkan keluhan dan aspirasi kepada Kaisar, kekhalifahan Umar Bin 

Khathab (634-644 M) yang memposisikan diri sebagai muhtasib (orang yang 

menerima keluhan) kemudian membentuk Qadi al Quadat (Ketua Hakim 

Agung) dengan mandat khusus melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-

wenang dan penyalahgunaan kekuasaan pemerintah.  

Contoh dari negara-negara di atas menunjukkan bahwa lembaga yang berfungsi 

menjalankan mandat untuk pengawasan dan menerima keluhan masyarakat 

usianya sudah tua, hanya saja Swedia negara yang pertama kali memasukkan 

dalam konsitusinya. Sekarang Ombudsman telah berkembang dan menjadi 

kecenderungan ketatanegaraan sebagai pilar demokrasi dan perlindungan 

terhadap HAM dimana lebih dari 140 negara telah memilikinya. Negara-negara 

seperti Philipina, Afrika Selatan, Thailand juga telah memasukkannya dalam 

konsitusi. 

Secara internasional, tidak kurang 65 negara kini memiliki lembaga 

Ombudsman yang keberadaannya bahkan diatur dalam konstitusi. Ombudsman 

di negara-negara yang sudah lama memilikinya seperti Finlandia, Swedia, dan 
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Norwegia, dinamai “Parliamentary Ombudsman”. Ini terkait dengan para 

anggotanya dipilih dan diangkat oleh parlemen, sehingga kedudukan mereka 

sangat kuat. Ombudsman Finlandia dan Polandia diberikan kewenangan untuk 

mengawasi lembaga peradilan sekaligus menghukum hakim-hakim yang 

terbukti korup. 

Kemudian, hampir semua negara eks komunis di Eropa Timur, termasuk Rusia, 

kini memiliki sistem Ombudsman; apalagi negara-negara maju seperti Amerika, 

Inggris, Belanda, Australia dan Selandia Baru. Negara-negara Afrika yang 

tergolong sebagai negara berkembang seperti Zambia, Ghana, Uganda, Pantai 

Gading, Burkina Faso dan Kamerun, juga mempunyai Ombudsman. Sehingga, 

pilihan Indonesia untuk membentuk lembaga Ombudsman tidak terlepas dari 

trend internasional yang memilih strategi model Ombudsman untuk 

memperbaiki kualitas pemerintahannya, terutama di negara-negara yang sedang 

berada dalam proses transisi dari rezim otoriter ke rezim demokrasi. 

B. Ombudsman Republik Indonesia 

Ombudsman Republik Indonesia (sebelumnya bernama Komisi Ombudsman 

Nasional) adalah lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan 

mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh 

penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh 

Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum 

Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas 

http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Usaha_Milik_Negara
http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Usaha_Milik_Daerah
http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Hukum_Milik_Negara
http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Hukum_Milik_Negara
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menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh 

dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Lembaga ini dibentuk berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik 

Indonesia yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 9 

September 2008. 

Ombudsman Republik Indonesia bermula dari dibentuknya "Komisi 

Ombudsman Nasional" pada tanggal 20 Maret 2000 berdasarkan Keputusan 

Presiden Nomor 44 Tahun 2000. Peran Komisi Ombudsman Nasional saat itu 

adalah melakukan pengawasan terhadap pemberian pelayanan publik oleh 

penyelenggara negara, termasuk BUMN/BUMD, lembaga pengadilan, Badan 

Pertanahan Nasional, Kepolisian, Kejaksaan, Pemerintah Daerah, Departemen 

dan Kementerian, Instansi Non Departemen, Perguruan Tinggi Negeri, TNI, dan 

sebagainya. 

Dalam menjalankan kewenangannya KON berpegang pada asas mendengarkan 

kedua belah pihak (imparsial) serta tidak menerima imbalan apapun baik dari 

masyarakat yang melapor atau pun instansi yang dilaporkan. KON tidak 

memiliki kewenangan menuntut maupun menjatuhkan sanksi kepada instansi 

yang dilaporkan, namun memberikan rekomendasi kepada instansi untuk 

melakukan self-correction. Penyelesaian keluhan oleh KON merupakan salah 

satu upaya alternatif penyelesaian masalah (alternative dispute resolution) di 

http://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negara
http://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Daerah
http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_%28Indonesia%29
http://id.wikipedia.org/wiki/20_Maret
http://id.wikipedia.org/wiki/2000
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samping cara lainnya yang membutuhkan waktu yang relatif lama dan biaya 

yang harus dikeluarkan. 

Pembentukan lembaga Ombudsman di Indonesia didasarkan pada beberapa 

pertimbangan, yakni, pertama, bahwa pelayanan kepada masyarakat dan 

penegakan hukum yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara dan 

pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk 

menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien guna meningkatkan 

kesejahteraan serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh 

warga negara. 

Kedua, bahwa pengawasan pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara 

negara dan pemerintahan merupakan unsur penting dalam upaya menciptakan 

pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien serta sekaligus merupakan 

implementasi prinsip demokrasi yang perlu ditumbuh kembangkan dan 

diaplikasikan guna mencegah dan menghapuskan penyalahgunaan wewenang 

oleh aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan. Terakhir, pembentukan 

Ombudsman sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat agar turut terlibat 

aktif untuk melakukan pengawasan terhadap aparat pemerintah sehingga akan 

lebih menjamin penyelenggaraan negara yang jujur, bersih, transparan, bebas 

korupsi, kolusi dan nepotisme. Pemberdayaan pengawasan oleh masyarakat ini 

merupakan implementasi demokratisasi yang perlu dikembangkan serta 
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diaplikasikan agar penyalahgunaan kekuasaan, wewenang ataupun jabatan oleh 

aparatur negara dapat diminimalisasi. 

Dalam UU Ombudsman ditegaskan bahwa Ombudsman adalah lembaga negara 

yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik 

baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan 

termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha 

Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau 

perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu 

yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan 

belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

Sasaran utama kerja Ombudsman adalah praktek maladministrasi, yakni 

perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan 

wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, 

termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan 

yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan 

orang perseorangan. 

Terdapat beberapa tujuan pembentukan Ombudsman :  

1. Mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera; 

2. Mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan 

efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan 

nepotisme; 
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3. Meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga 

negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan 

yang semakin baik; 

4. Membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan 

pencegahan praktek-praktek maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, 

serta nepotisme; 

5. Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan 

supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan. 

Selanjutnya, dinyatakan dalam pasal 2 UU Ombudsman bahwa Ombudsman 

merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan 

organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam 

menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan 

lainnya. Kemandirian dan independensi Ombudsman dimaksudkan agar dalam 

melaksanakan tugasnya Ombudsman dapat bersikap obyektif, transparan, dan 

mempunyai akuntabilitas kepada publik. 

C. Fungsi, Tugas dan Wewenang Ombudsman 

Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang 

diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan baik di pusat 

maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik 

Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta 

badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan 

publik tertentu. 
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Terkait dengan tugas, Ombudsman mempunyai tugas sebagai berikut : 

1. Menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik. 

2. Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan. 

3. Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan 

Ombudsman. 

4. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan 

Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

5. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga 

pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan. 

6. Membangun jaringan kerja. 

7. Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik. 

8. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang. 

Dalam menjalankan fungsi dan tugas, Ombudsman berwenang: 

1. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pelapor, terlapor, atau 

pihak lain yang terkait mengenai laporan yang disampaikan kepada 

Ombudsman. 

2. Memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada 

pelapor ataupun terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu laporan. 

3. Meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan 

dari instansi mana pun untuk pemeriksaan laporan dari instansi terlapor. 

4. Melakukan pemanggilan terhadap pelapor, terlapor, dan pihak lain yang 

terkait dengan laporan. 

5. Menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para 

pihak. 
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6. Membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan, termasuk 

rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak 

yang dirugikan. 

7. Demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan 

rekomendasi. 

Selain itu, Ombudsman berwenang: 

1. Menyampaikan saran kepada Presiden, kepala daerah, atau pimpinan 

Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan 

organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik; 

2. Menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden, 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau kepala daerah agar terhadap 

undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan 

perubahan dalam rangka mencegah Maladministrasi. 

Melihat fungsi, tugas dan wewenang Ombudsman tersebut, jelaslah bahwa 

pembentukan Ombudsman terutama untuk membantu upaya pemerintah dalam 

mengawasi jalannya proses pemerintahan. Dengan tujuan untuk mewujudkan 

pemerintahan yang baik yang menerapkan prinsip-prinsip good governance, 

bersih dari KKN dan meningkatkan pelayanan umum (public service). Terlihat 

juga bahwa Ombudsman dibentuk untuk memfasilitasi peran serta masyarakat 

dalam pengawasan pemerintah. Aspek partisipasi dan pemberdayaan masyarakat 

dapat lebih terjamin melalui mekanisme Ombudsman. Sehingga, partisipasi 

masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN 

sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang nomor 28 tahun 1999 
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tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN, dapat 

dilaksanakan secara optimal. 

D. Visi dan Misi Ombudsman  

Visi: Mewujudkan Pelayanan Publik Prima yang Menyejahterakan dan Berkeadilan 

bagi Seluruh Rakyat Indonesia 

Misi: 

A. Melakukan tindakan pengawasan, menyampaikan saran dan rekomendasi 

serta mencegah maladministrasi dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

B. Mendorong penyelenggara negara dan pemerintah agar lebih efektif dan 

efisien, jujur, terbuka, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme 

C. Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaraan hukum masyarakat dan 

supremasi hukum yang berintikan pelayanan, kebenaran serta keadilan 

E. Tempat Kedudukan Susunan Keanggotaan Ombudsman RI 

Ombudsman Nasional terdiri dari 9 komisioner. Ketua, Wakil Ketua, dan 

anggota Ombudsman dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan calon 

yang diusulkan oleh Presiden.Tugas mulai untuk mengawasi aparat pemerintah, 

mengharuskan komisioner Ombudsman haruslah orang yang cakap, jujur, 

memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik 
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Komisioner juga tidak boleh menjadi pengurus partai politik untuk menjaga 

kemandirian lembaga. 

Asas Ombudsman Republik Indonesia adalah kebenaran, keadilan,non-

diskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, keseimbangan dan transparansi. 

Ombudsman Indonesia bersifat mandiri tidak memiliki hubungan organik 

dengan lembaga negara/daerah serta bebas dari campur tangan kekuasaan 

lainnya. Ombudsman Nasional berkedudukan di ibukota negara dan bila perlu 

Ketua Ombudsman dapat membentuk Perwakilan Ombudsman Nasional di 

wilayah tertentu, sedangkan OmbudsmanDaerah berkedudukan di kabupaten 

atau kota. 

 

E. Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung  

 

Kantor Perwakilan Ombudsman Nasional di Daerah mengingat kondisi 

geografis wilayah Indonesia maka Ombudsman Nasional dapat mendirikan 

Perwakilan Ombudsman Nasional di wilayah tertentu demi memperlancar tugas 

Ombudsman. Pertimbangan lainnya terkait dengan otonomi daerah itu sendiri, 

sebab ada kewenangan-kewenangan tertentu yang tidak dilimpahkan kepada 

daerah otonom. Dalam menghadapi hal ini Ombudsman Indonesia: Masa Lalu, 

Sekarang dan Masa Mendatang diperlukan kerjasama antara Ombudsman 

Nasional dan Ombudsman Daerah. 

Ombudsman Daerah gagasan diperlukannya Ombudsman Daerah didasari oleh 

pemberlakuan otonomi daerah. Ombudsman Daerah dibentuk berdasarkan 
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Peraturan Daerah tentu saja dengan mengacu pada standar umum pada 

Ombudsman Nasional begitu pula mekanisme tata kerjanya dan syarat-syarat 

untuk dapat diangkat sebagai Ombudsman Daerah.Hubungan Antara 

Ombudsman Nasional dan Ombudsman daerah tidak ada hubungan hirarkis 

antara Ombudsman Nasional dan Ombudsman Daerah melainkan hubungan 

koordinatif dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya serta dalam 

menghadapi masalah-masalah lainnya.  

 

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung dibentuk pada bulan Oktober 

2012 yang beralamat  di Jl. Way Ketibung, No 15 Pahoman Bandar Lampung. 

Kepala perwakilan yaitu bapak Drs. H. Zulhelmi.SH.MM, dibentuknya 

Lembaga Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung yang ditetapkan 

melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tepatnya di Pasal 5 ayat 2 

tentang tempat kedudukan tata kerja Ombudsman Daerah di Provinsi Lampung 

diharapkan dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada setiap 

anggota masyarakat berdasarkan asas keadilan dan persamaan yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme. 

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung memiliki kepala perwakilan yang 

bernama Drs.H. Zulhelmi. SH.MM dalam melaksanakan tugasnya ombudsman 

RI Perwakilan Provinsi Lampung dibantu oleh asisten Ombudsman, 

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung memiliki 5 asisten serta 1 satpam 

dan 1 pramubakti. 
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G. Mekanisme dan Tata kerja Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung 

Mekanisme dan tata kerja meliputi pengaturan tentang keseluruhan proses yang 

dilakukan oleh Ombudsman dalam menindaklanjuti keluhan, kewajiban pelapor 

untuk menyerahkan dokumen serta kerahasiaan pelapor. Ombudsman wajib 

menolak atau menghentikan laporan bila laporan tidak memenuhi syarat formal 

misalnya identitas pelapor tidak lengkap, hanya berupa tembusan, keluhan tidak 

disertai alasan yang mendasar, perilaku yang dilaporkan tidak cukup beralasan 

untuk diperiksa, pelapor tidak diberi kuasa oleh korban, substansi yang 

dilaporkan sedang dalam pemeriksaan di pengadilan atau instansi yang 

berwenang, masalah yang dilaporkan sudah diselesaikan oleh instansi yang 

berwenang, pelapor tidak menggunakan proses administartif yang disediakan 

dan aparat yang dilaporkan tidak diberitahu secara patut oleh pelapor tentang 

permasalahan yang dikeluhkan sehingga tidak dapat menjelaskan pendapatnya 

sendiri.  

Berkaitan dengan mekanisme pengawasan oleh Ombudsman, menurut ketentuan 

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik 

Indonesia, menyatakan bahwa : 

1. Ombudsman memeriksa laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; 

2. Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat 

kekurangan, Ombudsman memberitahukan secara tertulis kepada pelapor 

untuk melengkapi laporan. 
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3. Pelapor dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 

tanggal Pelapor menerima pemberitahuan dari Ombudsman harus 

melengkapi berkas laporan; 

4. Dalam hal laporan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), pelapor dianggap mencabut laporannya. 

 

Berdasarkan ketentuan tersebut, pada dasarnya mekanisme pengawasan 

Ombudsman adalah diawali dengan adanya laporan, untuk selanjutnya 

ditindaklanjuti oleh Ombudsman. Jadi apabila tidak adanya laporan, maka 

pengawasan Ombudsman bersifat pasif. Dalam memeriksa laporan tersebut 

Ombudsman tidak hanya mengutamakan kewenangan yang bersifat memaksa, 

misalnya pemanggilan, namun Ombudsman dituntut untuk mengutamakan 

pendekatan persuasif kepada para pihak agar penyelenggara Negara dan 

pemerintahan mempunyai kesadaran sendiri dapat menyelesaikan laporan atas 

dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan 

menggunakan pendekatan ini berarti tidak semua laporan harus diselesaikan 

melalui mekanisme rekomendasi. 

 

H.Pengawasan yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung 

 

Tahapan-tahapan rekrutmen yang diawasi secara aktif oleh Ombudsman adalah 

pengumuman akan dilaksanakanya pengadaan pegawai negeri sipil, penyiapan 

sarana dan prasarana, serta penyiapan materi test, dalam hal ini mereka 
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mengawasi secara langsung prosesnya sedangkan untuk formasi CPNS, 

pengajuan lamaran dan pelaksanaan penyaringan, Ombudsman mengawasi 

secara pasif melalui laporan jika ditemukan adanya penyimpangan dalam 

tahapan tersebut. Untuk tahapan-tahapan yang dilakukan secara aktif yaitu mulai 

dari melakukan pemantauan pendistribusian soal di percetakan, pengambilan 

soal di percetakan, pengangkatan dan penghitungan soal dari percetakan, 

penempatan soal serta memantau pelaksanaan ujian CPNS, serta melakukan 

pengawasan dalam pelaksanaan ujian test.  

 

Dalam mengawasi secara aktif saja Ombudsman menemukan masalah yang 

terjadi saat melakukan pengawasan secara langsung proses pelaksanaan 

rekrutmen CPNS di Kabupaten Pringsewu yaitu pengawas di kabupaten 

Prengsewu terlihat tidak siap dengan menerangkan ke peserta ujian terkait tanda 

tangan LJK menggunakan pena atau pensil dan pengawas ruangan 

menginformasikan pihak panitia di Posko UPT Dinas Pendidikan Kecamatan 

bahwa terdapat Amplop soal yang kosong. Dari hasil monitoring yang 

pelaksanaan seleksi ujian CPNS akan menindaklanjuti masalah tersebut dengan 

cara membuat laporan dari hasil pemantau penyelenggaraan tes CPNS di 

Provinsi Lampung. Dari hasil Laporan Pemantauan yang di lakukan, selanjutnya 

memberikan saran perbaikan kepada Kementerian PAN dan RB dan BKN serta 

BKD se Provinsi Lampung selaku panitia pelaksanaan, terkait kekurangan dan 

kendala yang dialami oleh panitia daerah maupun peserta. 



66 

 

Mekanisme pengawasan pasif Ombudsman adalah diawali dengan adanya 

laporan, untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Ombudsman, jadi apabila tidak 

adanya laporan, maka pengawasan Ombudsman bersifat pasif. Pengawasan pasif 

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung dilakukan pada Kabupaten 

Pesawaran. Pengawasan pasif yang dilakukan berupa membuka posko 

pengaduan  rekrutmen CPNS dengan melibatkan sejumlah organisasi 

masyarakat sipil yang tergabung dalam panitia pemantau seleksi CPNS.  

Dalam pengawasan di Kabupaten Pesawaran, Ombudsman mendapat pengaduan 

dari masyarakat bahwa adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh pihak 

panitia di Kabupaten Pesawaran terkait tahapan formasi CPNS di media massa 

disebutkan formasi guru ekonomi di Pesawaran ada empat orang. Namun 

beberapa orang lainya mendaftar dengan mengirimkan berkas lengkap ternyata 

ditolak oleh panitia dengan alasan tidak ada formasi, padahal saat pengumuman 

formasi guru ekonomi itu ada, tetapi berkas 15 orang di tolak oleh panitia. 

Namun anehnya lagi, begitu pengumuman kelulusan CPNSD, ternyata ada 

empat orang yang dinyatakan lulus di formasi tersebut padahal sebelumnya 

panitia CPNSD menolak berkas milik 15 orang dengan alasan tidak ada formasi. 


